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P E R A T U R A N  D A F R A H  K A B U P A T E N  K O N A W E  S E LA TA N  

N O M O R : 1  T A H U N  2 0 1 1  

T E N T A N G

P E R U 3 A H A N  P E R T A M A  A TA S  P E R A T U R A N  D A E R A H  K A B U P A TEN  

K O N A W E  SELATAN N O M O P  14 T A H U N  2007 T E N T A N G  P E M B E N T U K A N  

O R G A N IS A S I D A N  T A T A  K ERJA S E K R E T A R IA T  D A E R A H , S E K R E T A R IA T  

D P R D  D A N  S T A F  A H L I P E M E R IN T A H  D A E R A H  

K A B U P A T E N  K O N A W E  S ELA TA N

D E N G A N  R A H M A T  T U H A N  Y A N G  M A H A  ESA  

B U P A T I K O N A W E  S ELA TA N

Menimbrag ; a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagai Perangkat Daerah sedapat 

mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan 

kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta 

pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah 

dan/atau dergan instansi/lembaga;
i

b. bahwa sebagian cakupan tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Pemerintah Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan mengalami pergeseran dengan 

dibentuknya kelembagaan yang baru sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan;

c. bahwa sehubunqan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

hurrf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Meitgingf l t : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 

flepubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diujah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tendang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I idonesia Nc mor 4844);

4. Undang-undanj Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Taiiun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 

Nomor 10);
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9. Peraturan Daer&h Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1)

D engan P ersetu juan  Bersam a  
D EW A N  PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan
BUPATI KONAW E SELATAN 

MEMUTUSKAN

M e n e ta p k a n  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG  
BERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KONAW E SELATAN NO M O R 1 4  TAHUN 2 0 0 7  TENTANG  
PEMBENTUKAN O R G A N ISA SI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF A H L I PEM ERINTAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Paraturan Daerah Kabuoaten Konawe Selatan Nomor 14 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada pasal 6 Bab IV berubah menjadi Sekretariat Daerah Kabupaten 
terdiri dari :

a. Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) 

membawahi:

1. Bagian Pemerintahan Umum;

2 . Bagian Kesejahte.-aan Rakyat;

3. Bagian Humas dan Protokoler.

b. Asisten bidang Perekonomia.i dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :

1. Bagian Perekonomian;

2 . Bagian Pembangunan;

3. Bagian Sumber Daya Alam.

c. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :

1. Bagian Keuangan;

2. Bagian Umum;

3. Bagian Hukum;

4. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.



2. Ketentuan pada cMjm pasal 6 ayat (3) di ubah menjadi bagan struktur Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Daernh ini.

3. Ketentuan pada pasel 7 ayat (3) diubah menjadi bagan struktur Organisasi Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Penturan Daerah ini.

Beiberapa ketentuan yang mengatur bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

Nomor 14 Tahun 7007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahfi Kabupaten Konawe Selatan setelah berlakunya 

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturatan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentanci Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerj? Sekretariat Daerah, Sekretariat DPkD dan Staf Ahli 

Kabupaten Konawe Selatan.

Peraturan Daerah in' mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 2

Ditetapkan di Andoolo 
pada tanggal 9 Pebruari 2011

Diundangkan di Andoolo 
pada tanggal 9 Pebruari 2011

SI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 0*
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 
NOMOR : 14 TAHUN 2DQ7

T E N T A N G  

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD OAN STAF AHLI 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KQNAWE SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2D07 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu 

dibentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan ;

b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagai Perangkat Daerah sedapat 
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mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan 

kewenangan yang dimiliki karakteristik dar, kebutuhan Daerah serta 

pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau 

dengan instansi/lembaga terkait

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, Sekretariat OPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe 

Selatan,

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2Q03 Tentang Pembentukan Kabupaten

Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negar8 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 42B7)

- 2-
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3. Undang-Undang Nomor ID Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I2B, Tambahan Lembaran 

Negara Homor 4438);

G Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
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7. Peraturan Pemerintah tta u r 79 tahun 2DD5 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Honior 165

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2DQ7 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersam a  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KONAWE SEUTAN
DAN *

BUPATI KONAWE SELATAN 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OAERAH KONAWE SEUTAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
KERJA S m r a R w r  OAERAH. SEKRETARIAT OPRD OAN 

STAF AHL! KABUPATEN KONAWE SEUTAN
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasa! I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Selatan:

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

Selatan:

d. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan

e. Perangkat Daerah adafafi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten. Sekretariat Daerah 

DPRD. Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten. Kecamatan dan 

Kelurahan;

f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe 

Selatan:

g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Konawe Selatan

h. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 

Kabupaten Konawe Selatan:

i. Sekretariat OPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 

Kabupaten Konawe Selatan:
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]. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan;

k. Eselonering adalah tingkat Jabatan Struktural;

i. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau

mengambil kebijaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan

Pemerintahan;

BABU 

PEMBENTUKAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN DAN STAF AHLI 

Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan;

(2) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari;

A. Sekretariat terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

B. Staf Ahli terdiri dari:

f. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;

-6-



3. Staf Ahli bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya 

Manusia;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3  

Bagian Pertam a  

S ekre ta ria t Daerah Kabupaten

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur staf Pemerintah 

Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan 

lembaga teknis daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (I), Sekretariat 

Dasrah Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;

b. PBngknnrdinasian pelaksanaan tugas dinas daerah den lembaga teknis 

lainnya;
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c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemeintaban daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

Bagian Kedua 

S ekretariat DPRD Kabupaten 

Pasal 4

(1) Sekretariat 0PRO Kabupaten adalah merupakan unsur pelayanan terhadap 

DPRO yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrativ bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, sdministrsi keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan meyediakan serta 

mengkonrdinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). 

Sekretariat Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan OPRD:
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b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan aSeh 

DPRD

Bagian Ketiga 

Staf Ahli Kabupaten 

Pasal 5

(I) Staf Ahli Kabupaten adalah merupakan unsur pembantu dalam pelaksanaan 

tugas Bupati yang secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Daerah dan diangkat /diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil 

(7.) Staf Ahli Kabupaten mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing- 

masing

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), Staf 

Ahli Kabupaten menyelenggarakan fungsi yang ditetapkan oleh Bupati diluar 

tugas dan fungsi perangkat daerah



BAB IY 

SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Pertam a  

S ekretariat Daerah kabupaten 

Pasal B

(I) Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :

a. Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra (Asisten I ) membawahi:

1. Bagian Pemerintahan Umum:

2. Bagian Kesra;

3. Bagian Humas;

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2) 

membawahi;

1. Bagian Perekonomian;

2. Bagian Pembangunan;

3. bagian Sumber Daya Alam;

c. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten 3) membewahi :

1. Bagian Keuangan;

2. Bagian Umum dan Protokoler;

3. Bagian Hukum;
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4. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (i) pasa! ini masing-masing 

dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada .di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Oaerah melalui Asisten Sekretaris Oaerah;

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pasal 7

{)) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Konawe Selatan terdiri 

dari:

a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian membawahi Sub Bagian;

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Konawe Selatan;

(3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Konawe Selatan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
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Bagian Kstiga 

S taf Ahli Kabupaten 

Pasal B

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari :

a. Bidang Pemerintahan. Hukum dan Politik;

b. Bidang Pembangunan. Ekonomi dan Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (t) pasal ini masing-masing 

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara Administrasi dikoordinasikan 

kepada Sekretaris Daerah;

(3) Bagan struktur Organisasi Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan 

sebsgaimBna tercantum dalam lampiran 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB V 

ESELON PERANGKAT OAERAH KABUPATEN 

Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II a;

(2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli Kabupaten 

adaiah jabatan Eselon II b;
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(3) Kepala Bagian Sekretaris Daerah. Sekretriat DPRD Kabupaten adalah 

jabatan Eselon III a;

(4) Kepala St/fa flagian Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten 

adalah jabatan Eselon IV a;

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10

(1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD
t

dan Staf Ahli akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

SAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah Namar 2 

Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Oaerah Kabupaten Kanawe selatan dinyatakan tidak bei laku.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andaala 
pada tanggal 19 desember 2007 
BUPATI KONAWE SELATAN 
Ttd

Drs. H. 1M R A N , M.Si
Diundangkan di Andaala 
pada tanggal IB desember 20D7 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 
ttd

Drs. H. MANTU MUSTAFA
Pembina Utama Muda. iV/c 
NIP DIB OBI 875

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 
TAHUN 2007 Nomor 14

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. Doner. SH
Pembina Tk. I Gol IV/ b 
Nip. IBO 023 519

- 1 4 -



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NUMOR : 14 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 DESEMBER ZUD7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DPRD 

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bagian Risalah dan 
Persidangan

Bagian Keuangan

SEKRETARIS

Bsgian Umum

Sufa Bagian Persidangan

Sub Bagian Perjalanan dan 
Protokol

Sub Bagian Tats Usaha dan 
Perlengkapan

Sub Bagisn Perencanaan 
Anggaran

Sub Bagian Perbendaharaan 
dan Pelaporan

•'V ‘ ''•S

* BUPATI KONAWE SELATAN 
ttd

Drs. tt. IMRAN, M.SI
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